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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permohonan penetapan perkara tentang

asal-usul anak diajukan di pengadilan agama supaya terpenuhinya hak-hak anak

seperti hak atas identitas diri. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor

23 tahun 2002. Namun dalam permohonan penetapan perkara tentang asal-usul

anak di Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Agama Purworejo terdapat

perbedaan putusan, ada permohonan yang dikabulkan dan ada yang ditolak,
sehingga ditemukan adanya disparitas putusan hakim pada perkara tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan
hakim dalam menetapkan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat
pada Perkara Nomor  359/Pdt.P/2018/PA.P0 dan Perkara  Nomor
98/Pdt.P/2019/PA.Pwr? 2) Mengapa terjadi disparitas penetapan asal-usul anak
yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada Perkara Nomor
359/Pdt.P/2018/PA.Po dan Perkara Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr? 3) Bagaimana
implikasi perlindungan anak dari penetapan asal-usul anak yang lahir dari
perkawinan tidak tercatat pada Perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Po Dan Perkara
Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara
studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan
adalah metode interpretasi atau penafsiran hukum dan penarikan kesimpulan.
Supaya penelitian yang dilakukan lebih mendasar pada data sehingga menjamin
tingkat kepercayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim pada
penetapan Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan Pasal 14 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), Pasal 71 KHI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, serta dalil figihiyah untuk mengabulkan permohonan. Mereka
melihat perkawinan yang tidak tercatat dalam masa iddah sebagai sah dari segi non
yuridis, dengan fokus pada hak anak untuk mengetahui orang tuanya dan menjaga
kesucian nasab. Sementara pertimbangan hakim dari penetapan Pengadilan Agama
Purworejo menolak dengan dasar menggunakan Fatawa Syabakah Islamiyah, ayat-
ayat Al-Qur'an, dan memandang perkawinan yang tidak tercatat pada masa iddah
dianggap fasid (rusak) dari segi hukum. 2) Faktor terjadinya disparitas pada perkara
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ini karena adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pluralisme
hukum, dan fakta persidangan. 3) Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Po
mencerminkan pemenuhan hak-hak anak yang telah sesuai dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak. Sedangkan, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr
menggambarkan pengabaian Undang-Undang Perlindungan Anak yang
menyebabkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak anak akibat ditolaknya
permohonan penetapan asal-usul anak.
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Children from Unregistered Marriages in the Perspective of Child Protection,
Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Supervisor: Dr.
Rohmawati, M.A.

Keywords: Disparity, Unregistered Marriage, Child Protection

This research is motivated by the request for determination of the case
regarding the origin of children filed in the religious court in order to fulfill the
rights of children such as the right to identity. This is in accordance with Article 5
of Law Number 23 of 2002. However, in the determination of the case of the
application for the determination of the case of the origin of the child in the
Ponorogo Religious Court and the Purworejo Religious Court there are differences
in decisions, some applications are granted and some are rejected, so that there is a
disparity in the judge's decision in the case.

The problem formulations in this study are: 1) How is the judge's consideration
in determining the origin of children born from unregistered marriages in Case
Number 359/Pdt.P/2018/PA.PO and Case Number 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr? 2) Why
is there a disparity in determining the origin of children born from unregistered
marriages in Case Number 359/Pdt.P/2018/PA.PO and Case Number
98/Pdt.P/2019/PA.Pwr? 3) What are the child protection implications of
determining the origin of children born from unregistered marriages in Case
Number 359/Pdt.P/2018/PA.PO and Case Number 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr?

The type of research used is normative legal research using a philosophical
approach, statutory approach and case approach. The data collection technique used
is by means of literature study and documentation. While the data analysis
technique used is the method of interpretation or legal interpretation and conclusion
drawing. So that the research conducted is more basic on the data so as to guarantee
the level of trust.

The results of this study show that: 1) The judges' consideration in the
Ponorogo Religious Court decision used Article 14 of the Compilation of Islamic
Law (KHI), Article 71 of KHI, Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection, and figihiyah arguments to grant the application. They saw unregistered
marriages during the iddah period as valid from a non-juridical perspective,
focusing on the child's right to know his or her parents and to maintain the sanctity
of lineage. Meanwhile, the judge's consideration of the Purworejo Religious Court
decision rejected the application on the basis of using Fatawa Syabakah Islamiyah,
verses from the Qur'an, and viewed unregistered marriages during the iddah period
as fasid (defective) from a legal perspective. 2) The factors of disparity in this case
are due to differences in the legal basis used by judges, legal pluralism, and trial
facts. 3) Stipulation Number 359/Pdt.P/2018/PA.Po has reflected the fulfillment of
children's rights in accordance with the Child Protection Law. Meanwhile,
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Stipulation Number 98/Pdt.P/2019/PA.Pwr illustrates the neglect of the Child
Protection Law which causes obstacles in the fulfillment of children's rights due to
the rejection of the application for determination of the child's origin.
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